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TARGET NASIONAL FOOD ESTATE UNTUK 
SUMATERA UTARA :

1. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN : 
23.000 HA

2. KABUPATEN PAKPAK BARAT : 8.329 HA

3. KABUPATEN TAPANULI TENGAH : 12.655 
HA

4. KABUPATEN TAPANULI UTARA : 16.833

TOTAL LUAS LAHAN : 61.042 HA
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·LOWONGAN PEKERJAAN

·SURPLUS HASIL PANEN

·PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

·PEMANFAATAN LAHAN TERBENGKALAI

·SOLUSI KRISIS PANGAN 



1. TANPA PELIBATAN MASYARAKAT 

2. LAJU DEFORESTASI MENINGKAT

3. KEPENTINGAN INDUSTRI & ELIT

4. GAGAL PANEN

5. POTENSI KONFLIK AGRARIA DI SUMATERA 
UTARA MENINGKAT

6. PERGESERAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

7. HILANGNYA PRODUK UNGGULAN LOKAL

8. DLL





· Pelaksanaan proyek food estate memiliki rekam jejak yang buruk 
terutama dari aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. 
Pemerintah cenderung spektulatif dan tidak hati-hati dalam 
mengambil keputusan. Hal ini turut ditunjukkan melalui penyediaan 
lahan di kawasan hutan lindung hingga fleksibilitas penataan ruang 
bagi proyek food estate. Padahal secara historis, banyak catatan kritis 
dan evaluasi atas kebijakan food estate yang sudah pernah 
dilaksanakan dan menemui kegagalan

· Regulasi penyediaan lahan food estate di kawasan hutan bertentangan 
dengan berbagai peraturan yaitu UU 41/1999 dan PP 6/2007 jo. PP 
3/2008. Pertentangan ini memberikan potensi terjadinya 
ketidakpastian hukum.

· Latar belakang dan pemilihan KLHS Cepat minim akuntabilitas serta 
implementasi KLHS Cepat tidak sejalan dengan esensi dari KLHS itu 
sendiri yaitu sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup.



1. Ada pergeseran aktor dalam fungsi penyedia pangan 
nasional. Kalau sebelumnya kita mengenal istilah  
ÐÅÔÁÎÉ ÁÄÁÌÁÈ Ȱ0ÁÈÌÁ×ÁÎ 0ÁÎÇÁÎȱ ÓÅËÁÒÁÎÇ ÄÅÎÇÁÎ 
program nasional Food Estate peran itu mulai 
dialihkan kepada industri

2. Pertanian monokultur akan merusak sistem 
pertanian dan akan merusak pertanian petani lokal, 
dan menekan pertanian heterogen menjadi 
homogen. Contoh jika terjadi peledakan hama maka 
akan menganggu pertanian masyarakat. Ada tiga 
perubahan tata kelola secara sistematis dampak 
monokultur ini antara lain :



· Terkait tata  kelola lingkungan dampak pemaksaan dominasi satu 
komoditas terhadap satu sistem. Ini menyebabkan banyak mata rantai 
sistem terputus. Contoh, melonjak populasi dari kupu-kupu, tomcat 
dalam satu wilayah ekosistem.  Praktik monokultur juga mendesak 
populasi pindah teritorial. Contoh, ekosistem region Sumatera, karena 
tinggi perubahan kawasan hutan menjadi bawang putih, bawang 
merah dan kentang, membuat petani palawija dan padi menjadi susah

· Tata kelola ekonomi masyarakat berubah. Dulu, budaya petani di 
Indonesia dengan polikultur, misal, tanam  cabai, kacang dan lain-lain 
ÙÁÎÇ ÂÅÒÆÕÎÇÓÉ ÍÅÎÇÁÌÉÈËÁÎ ÈÁÍÁȢ Ȱ3ÅËÁÒÁÎÇ ÂÅÒÕÂÁÈȟ ÐÏÌÁ 
ÍÏÎÏËÕÌÔÕÒȢȱ $ÁÍÐÁË ÐÁÄÁ ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔ ÍÅÍÁÎÇ ÔÅÒÊÁÄÉ ÐÅÎÉÎÇËÁÔÁÎ 
pendapatan. Namun, peningkatan pendapatan itu tak dibarengi 
ËÅÎÁÉËÁÎ ËÅÓÅÊÁÈÔÅÒÁÁÎ ÐÅÔÁÎÉȢ  Ȱ3ÅÂÁÂ ÂÉÁÙÁ ÍÅÎÉÎÇËÁÔ ËÁÒÅÎÁ ÈÁÒÕÓ 
beli pupuk pestisida dan kebutuhan lain

· Perubahan tata sosial. Kini, disebut budidaya  yakni menjadi produsen 
murni terhadap komoditas. Terjadi homogenitas pangan, tak multi 
nutrisi lagi. Kondisi ini, juga berpotensi kehilangan pangan lokal dan 
berpengaruh terhadap kualitas heterogen bahan pangan.



3. Ketika berbicara tentang ketahanan pangan di Sumatera 
Utara, mengapa yang ditanam adalah kentang, Bawang merah, 
Bawang putih yang bukan menjadi makanan pokok di Sumatera 
Utara. Seperti di kabupaten Humbang Hasundutan dengan 
program penanaman bawang merah. Apakah ini sengaja 
dilakukan terkait BODT danau Toba yang akan menjadi Monaco 
Asia, dimana kentang dan lainnya ini disediakan untuk 
memenuhi makanan pokok orang Eropa

4. Memunculkan industrialisasi baru yang dapat 
mematikan pangsa pasar produk lokal sejenis dan 
berpatokan kepada standarisasi dari food estate tersebut.

5. Indonesia merupakan salah satu negara paru-paru dunia 
dan implementasi program nasional food estate akan 
meningkatkan laju deforestasi.



6. Food estate bertolak belakang dengan visi dan misi 
dari PETRASA terkait pertanian selaras alam, ketika 
Food estate terlaksana maka akan terjadi penggunaan 
pupuk kimia secara besar-besaran, ini juga berkaitan 
dengan ekologi dan lingkungan karena menggunakan 
kawasan hutan yang tadinya sebagai penyokong 
ketersediaan air dan keberlanjutan ruang hidup, 
kemudian akan terjadi kekurangan (deforestasi) hutan 
dalam skala besar.

7. Apakah potensi produk lokal seperti Kopi, Padi dan 
lainnya akan bertahan dan tidak tergantikan dengan 
pengaruh Food estate. Lalu ketika sudah terganti apakah 
lahan di kawasan itu memiliki potensi untuk 
dikembangkan.



· Menolak program food estate dan mendukung program kedaulatan  pangan berbasis petani 
yang memberdayakan petani dan keluarga-ËÅÌÕÁÒÇÁ ÐÅÔÁÎÉȢ Ȱ$ÁÒÉ ÓÅÇÉ ÕÎÄÁÎÇ-undang, 
kedaulatan pangan berbasis petani didukung oleh adalah UU Pokok-Pokok Agraria no.5/1960, 
UU Pangan no.18/2012, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani no.19/2013, UU 
Hortikultura no.13/2010, UU Peternakan dan Kesehatan Ternak no.18/2009, UU Perlindungan 
Lahan Pangan Berkelanjutan no.41/2009 dan UU Koperasi no.12/2012 berikut peraturan 
turunannya, serta Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di 
Perdesaan (UNDROP)

· Menolak keberadaan Food estate karena juga akan membutuhkan investasi yang sangat besar 
yang menghabiskan keuangan negara. Padahal, Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan 
bahwa petani dan pertanian kecil yang dikelola keluarga petani (family farming) yang 
memberi makan masyarakat dunia, bukan korporasi pertanian.

· Mengingat kegagalan program food estate sebelumnya seperti program Pengembangan Lahan 
Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah tahun 1995-1999, Program Merauke Integrated Food and 
Energy Estate(MIFEE) di Papua tahun 2010, Program Delta Kayan Food Estate (DEKAFE) di 
Kalimantan Utara tahun 2011 harusnya menjadi pembelajaran kepada pemerintah bahwa 
pengelolaan berbasis korporasi selalu berujung dengan kegagalan dan sebaliknya kedaulatan 
pangan berbasis petanilah yang seharusnya menjadi jawaban terhadap persoalan krisis 
pangan.


